DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).

Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).
(Jakarta: Gunung Agung, 2015).

Apeldoorn, L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan “Oetarid Sadino
dari “Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht”. (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2001).

Arbijoto. 2000. Kebebasan Hakim (Refleksi Terhadap Manusia Sebagai
Homo Relegiosus. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000).

Asyhadie, Zaeni. Hukum Kerja. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Bambang, R. Joni. Hukum Ketenagakerjaan. (Bandung: Pustaka Setia,2013).

Chodari, Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Surat Gugatan dan
Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata. (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1999).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Cetakan Ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

Djumialdji, F.X. Hukum Bangunan. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

. Perjanjian Kerja. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Gultom, Elfrida R. Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Mitra Wacana Media,
2017).



Harahap, M Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan. (Jakarta:
Sinar Grafika, 2005).

Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Edisi Revisi. (Depok:
Rajawali Pers, 2015).

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991).

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan
Refleksi. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009).

Jehani, Libertus. Hak-hak Pekerja Bila di PHK. (Tangerang: Visi Media,
2007).

Manullang, E Fernando. Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum. (Jakarta:
Kencana, 2017).

Mappiase, Syarif. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2015).

Maramis, Albert Donald Rumokoy dan Frans. Pengantar limu Hukum.
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013).

. Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012).

Mertukusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. (Yogyakarta: Liberty, 2009).

Mulyadi, Lilik. Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata
Indonesia  (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya).
(Malang: Bayu Media Publishing, 2008).

Prodjoamidjojo, Martiman. Sistem dan Alat-Alat Bukti. (Jakarta: Ghalian
Indonesia, 1983).

Pujiyo, dan Ugo. Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).



Rahardjo, Satjipto. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. (Jakarta: Penerbit
Buku Kompas, 2008).

. lImu Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami
Hukum. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

Simanjuntak, Payaman J. Manajemen Hubungan Industrial. Edisi ke-3.
(Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke-3. (Jakarta: Ul
Press, 1986).

Soepomo, Iman. Pengantar Hukum Perburuhan. Cetakan ke-8. (Jakarta:
Djambatan, 1994).

Subekti. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).

. Aneka Perjanjian. Cetakan ke-10. (Bandung: Citra Adityabakti,
1995).

. Hukum Perjanjian. Cetakan ke-2. (Jakarta: Intermasa, 2005).

Sugeng, Bambang dan Sujayadi. Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh
Dokumen Litigasi. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

Sulaiman, Abdullah. Hukum Ketenagakerjaan-Perburuhan di Indonesia.
(Jakarta: Materi Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Jakarta, 2018).

Sunarto. Peran Aktif dalam Perkara Perdata. (Jakarta: Kencana, 2014).

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata
dalam Teori dan Praktek. (Bandung: Mandar Maju, 1995).

Syahrani, Riduan. Rangkuman Intisari limu Hukum. (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1999).



Widjaja, Kartini Muljadi dan Gunawan. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.
Cetakan ke-5. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890).

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4356).
C. Kamus

C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R, Palendeng dan Godlieb N
Mamahit. 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Jala Permata Aksara.
D. Jurnal dan Artikel

Anonim. “Pemutusan Hubungan Kerja Pada PT. Tricon Bangun Sarana Di
Jakarta”, dalam www.ojs.unud.ac.id, diakses pada tanggal 27 Febuari
2019.

Anonim, “Upah Pekerja Selama Proses PHK Seringkali Tak Dibayar”, dalam
www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 16 April 2019.
E. Putusan

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PUU-1/2013.
. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-1X/2011.

. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Bandung
Nomor: 181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG.

. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 82/Pdt.Sus-
PHI/2016/PN.BDG.
F. Surat Edaran



Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2015, Konsiderans.
G. Wawancara

Peneliti. Wawancara. dengan Dr. Reytman Aruan, S.H., M.Hum., Kepala Sub
Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (Jakarta:
Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 6 Mei 2019).

. Wawancara. dengan M. Fandrian H, S.H., M.H., Advokat pada
LBHN PP FSP KEP SPSI, (Jakarta: Kantor Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, 8 Mei
2019).



